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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap perlindungan hukum investasi 

pertambangan di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan studi kasus PT Arra Energy 

International, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Konflik normatif antara UU Minerba (UU No. 3/2020) dan UU IKN (UU No. 

3/2022) belum terselesaikan secara tuntas karena keduanya berkedudukan 

sederajat sehingga asas lex superior tidak dapat diterapkan. Asas lex posterior 

mengunggulkan UU IKN namun mengorbankan hak substantif pemegang IUP, 

sedangkan asas lex specialis tidak memberikan solusi tegas. Ketiadaan ketentuan 

peralihan dalam UU IKN mengenai IUP yang telah berlaku sah menciptakan 

rechtsvacuum yang diperparah oleh moratorium Surat Otorita IKN No. 

S.003/III/2023 tanpa mekanisme kompensasi. Kondisi ini menjadikan IUP PT 

Arra Energy International berlaku formal namun tidak dapat dijalankan secara 

materiil. Perlindungan hukum preventif dan represif tidak efektif, dan kebijakan 

ini memenuhi unsur indirect expropriation yang melanggar prinsip fair and 

equitable treatment serta Pasal 7 UU Penanaman Modal. 

2. Model kompensasi yang adil bagi pemegang IUP terdampak harus memenuhi 

formula Hull: prompt, adequate, dan effective. Mekanisme yang ada tidak 

memadai UU No. 2/2012 hanya mencakup hak atas tanah, bukan hak konsesi 

pertambangan, dan gugatan Pasal 1365 KUH Perdata menghadapi hambatan 

pembuktian unsur kesalahan pemerintah. Komponen ganti rugi wajib meliputi 
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damnum emergens (seluruh biaya riil yang telah dikeluarkan) dan lucrum 

cessans (proyeksi keuntungan yang hilang menggunakan metode DCF atau fair 

market value), dengan prosedur yang transparan mencakup inventarisasi, 

penilaian independen, musyawarah, dan pembayaran yang tidak ditunda. 

Seluruh mekanisme ini memerlukan dasar hukum setingkat Peraturan Presiden 

yang harus segera diterbitkan guna mengisi kekosongan hukum yang ada. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disampaikan saran preskriptif kepada para 

pemangku kepentingan sebagai berikut. 

1. Perlu segera dilakukan revisi terhadap UU IKN dengan menambahkan 

ketentuan peralihan yang secara eksplisit mengatur nasib IUP yang telah 

berlaku sah sebelum penetapan kawasan IKN. Ketentuan tersebut harus 

memuat pengakuan atas hak yang telah diperoleh (vested rights) pemegang 

IUP, kepastian jangka waktu penyelesaian, serta larangan penerapan 

moratorium secara sepihak tanpa mekanisme keberatan dan kompensasi 

yang memadai, guna menutup rechtsvacuum dan mencegah terulangnya 

kondisi materiele onteigening dalam proyek strategis nasional serupa di 

masa mendatang. 

2. Perlu segera diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur secara 

komprehensif mekanisme kompensasi bagi pemegang IUP terdampak 

kebijakan IKN, dengan cakupan ganti rugi yang meliputi damnum emergens 

dan lucrum cessans serta prosedur yang memenuhi standar prompt, 

adequate, dan effective. Penilaian kerugian harus dilakukan oleh penilai 
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publik independen bersertifikat menggunakan metode DCF atau fair market 

value, disertai forum musyawarah yang dilaksanakan dengan itikad baik 

sebelum kebijakan moratorium diberlakukan secara definitif. 
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